
BI..' PATI HALMAH ERA BARAT

JAILOLO
KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR rto /KFTS/ vn lZfrZs

TENTANG

Pl{NGl=-SAi{-L\ PENG.'INGH;1T1N ANGi;i}l.A BAI}AN [] Rr\{IJIiYARAIVAT,.iN t]Usit (Bf]f]] r][.NG{;AN.UI
:tN'l'AR 1.L'.4K'Il[j {PAWi &IEhJAlf,l ANCGI}TA ISADAN F}-1RtuI[rS]iAR:l\]'ATAl"i I]ESA [EPE]BEF'tNIT'it-

PADA DESA BOBOJIKO I}I KBCAMA'IAN JAILOLO
KABIIPAT EIi HAI,MAHERA BA I{AT

irzlenimbang :

BUPATI HALMAHERA BARA

a. bahr.l,a sehubungan terciapat kekosongan saiah satu Anggota Badan Permusyarvaratan
Desa (BPD) dikarenakan rrreninggal dunia maka di pandang perlu inenetapkan
Pengesahan Pengangkatan anggota Badan Permusya.rar.vatan Desa (IIPD) Pengganti Antar
Waktu PAW menjadi Anggota Badan Pennusvarawatan Desa (BPD) Definitif pada Desa
Bobojiko di Kecarnatan Jailolo ltabupaten Halmahera Barat:

b. loaliila Lrer,iasarkai'r peitifilllairgari sebagaii:iraiia ilir-naksii,j pada liiiruf a" perlti irieiietai;karr
Keputr.rsan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Pennusyarvaratan
Desa (BPD) Pengganti Antar Waku (PAW) pada l)esa 13obo3ikr: Kecamatan Jailolo
Kabupaten Halrrrahera Barat,

\li,n or'n crn t : l. Undang-undang Narnot 60 Tahu: 1958 tent+ng Penetapan Lrn,Jang-undang Nlomc.r Tahurr
1957 tentang Pembentukan Daerah*Daerah Srvarrtantra Tingkat Il dalam Wiiayah Daerah
Srvantantra Tingkat I Malu-ku menjadi Undang-r-mdang.

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 200f1 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46
Tahun 1999 tentang Pembenlukan Propinsi Maluku lJtara, Kabupaten lluru dan
Kabupaten Maluku Tenugara Barat:

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabup:aten []almahera
Utara. Kabupaten Flahaahera Selatan, KabLrpaten Kepulauan Sula, Kahupaten Halniahera
Timur dan Kota Tidore Kepr-rlauan di Propinsi Maluku {Jtara:

4. iJndang-undang I',lomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan l)aerah:
5. Lrndang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Ltndang-undang Nomor 1 l-ahun 2A22 tentang Hubungan Keuangan an&ra Pernerintah

Pusat dan Daerah;
7 . Peraturan Pemerintah Nomor 47 'fahun 2015 tentang perubahan atas Feraturan

Pernerintalr Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 20 I4 Tentang Desa.

8. Peraiuran Pemerini.ah l.iomor 12 Tahun 20i9 ientang icniang Fenjeiasan Keuangan
Daerah:

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 110 Tahun 2016 Tentang tsadan
Pennusvanaratan Desa;

10. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
Danrral^loor 11 o,,nnnon l\oorah', vrrbvrur(r4lr l\!uurla.4rr us!r4rr-

11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nor-nor

2020 tentang Pedoman teknis

I 'fahun 2019 Tentang Badan
Permusyararryatan Desa;

12. Peraturan l)aerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten l"tralmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang
pern bentukan dan .qllsllnan pera-n gk at f)aerah.

[3. Peraturan Daerah Kabupaten I'lalmahera Barat Nomor I Tahun 2A'24;

tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A24.
14. Peraturan tsupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahr,rn 2024 tentane

penjabaran APBD l'ahun Anggaran 2A21,



Memperhatikan

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA

KETIGA

KEL]MA

KEENAM

KETUJIIH

: Surat Catnat Jailoio Nomor . 142,4A6,2025 tanggal 2.4 Juni 2025 Perihal : Rekomendasi

IUEMU"IUSKAN

Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyau,aratan Desa (BPD) Defenitif
Pergantian Antar Waktu (PAW) pada Desa Bobojiko di Kecamatan Jarlolo l(abupaten
Flalmahera Barat.

Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktr-i adalah
melanjutkan sisa masa bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) -vang di
gantikan dan sesudahnya di tetapkan berdasarkan musya\\?rah dan atau pilih kembaii 1

(satu) kali masa jabatan berikutnya;

Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode setrelurnnya yang di karenakan
sesuatu dan lain hal telah mengundurkan diri, maka atas nama Pemerintah Kabupaten
Halmahera Barat dengan ini mer4'ampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang
setinggi-tinggnya atas l)hartna Baktiny,a kepada Bangsa dan Negara selama ini,

Badan Permusyarvaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu dalam melaksanakan
tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dengan tetap berpedoman
pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Anggota Badan Perurusyanaratan Desa {BPD) yang berhalangan tetap dan atau berhenti,
nraka secara otomatis Anggr:ta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pengganti Antar Waktu
menggantikannya;

Dengan Berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor
168/KPTS/YLI12A24 khususnya Kolorn 3 Nomor 3 Desa Bobojiko, di nyatakan di catrut dan
tidak berlaku lagi;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan:

Ditetapkan di "lailolo
pada tanggal ' Zl JuL; 2A2s

BAR{1-

Yth. L Gubermrr lVlaluku Utara di Sofifi
2 Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halnrahera Barat di Jailolo
3 Kepala BPMD Kab. Haimahera Barat di Jailolo.
4 Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jai1o1o.

-5. Camat Jail<;lo di Acango
6. Yar:g trersangkutan untuk diketahui dan seperlunya

BUPATI IIAI,MA

Ass. Bid Pem & Kesra.

Kabag Hukum & Org

Teurbusan : disarapaikan kepada;

d_-



LAMPIRAN :

DAFTAR

KEPLTTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOfulOR {TO IKPTS/V'i/ TAHUN 2025TANGGAL 21 3 uLl TAHL;N 202s

PENIGESAHAN PEIVGANGKATANI ANGCOTA BADAI.T- PERN,IUSYA'*,.ARATAN DESA (BPD)
PERGANTIAN ANTAR Wz\KT'Lr (pAW) PADA DESA BOBOJIKO DI KECAMATANi JAITLOLO
KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

BUPATI BARAT

NO NAE[{ DESA NAMA ANGGOTA YANG
tsER,A KliiR iviASA TUGAS

NAMA ANGGOTA YANG
nrllrnlrr,tI'IAI\\,I\AI

JABATAN

I 7 3 4 5

t BOBOJIKO 1. USMAN BAURA 1,. MUJNA S.RAJAK ANGGOTA

Ass. Bid Pem & Kesra.

Kabag Hukum & Org

JAMES T]ANG


